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PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal
16 ayat (5), dan Pasal 92 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak
Daerah,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 6681); j)
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Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2023 Nomor 13/B);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

2.
8.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Jombang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut Ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. {f ,;P
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Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu
yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar
dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
bergerak  untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau kerarnai:E

untuk dinikmati. X
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Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,
dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di
bidang mineral dan batu bara.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas
pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan daerah.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD
adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah. ?
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Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah
formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak
untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak
kepada Kepala Bapenda mengenai keberatan terhadap suatu
surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan
pajak oleh pihak ketiga.

Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau
bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak,
pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak
antara lain bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak,
konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok,
kantor administrasi, atau pihak lainnya. ‘?
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Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keterangan NJOP yang untuk selanjutnya disingkat SK
NJOP adalah surat yang diterbitkan berdasarkan
permohonan tertulis subjek pajak/ Wajib Pajak atau kuasanya
yang menerangkan besarnya NJOP atas objek PBB tertentu
untuk objek PBB-P2 selain Fasilitas Umum sebelum cetak
masal SPPT, objek PBB-P2 Fasilitas Umum, dan objek PBB-P2
yang dikecualikan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan paj ak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau
dokumen lain yang dipersamakan dan Lampiran-
Lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala
Bapenda untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang
Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yang meliputi Penagihan  Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah  data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadiljan
objek sita.
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Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan
penjualan secara Lelang.

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum
dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis,
dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan
peminat atau calon pembeli.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar
pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada
Wajib Pajak.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT
adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk
karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat data PPAT di daerah yang belum cukup terdapat
PPAT.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam
rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah
tertentu.

Sistem Informasi adalah sistem yang terintegrasi untuk
mengolah informasi/data Pajak Daerah dengan bantuan
komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan
dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data,
pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran,
pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan
penagihan, sampai pelayanan kepada wajib pajak melalui
Tempat Pelayanan Pajak Daerah maupun secara elektronik.
Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank
Penerima atas transaksi penerimaan Pajak Daerah sebagai
sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan
dengan surat setoran.

Kode Pembayaran adalah kode unik yang dikeluarkan oleh
Sistem Informasi dalam hal pembayaran Pajak Daerah yang
digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di
Bank/Non Bank Penerima.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan
biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.

Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak. \{(l \¥
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Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang
dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
lelang.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP
adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh
Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh,
data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan,
pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna
dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut
peraturan perundang-undangan.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara
terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu
untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerj aan bebas Wajib Pajak,
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di
kantor Bapenda dan/atau kantor-kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan
pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak
dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang
sama.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada
tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga
digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku
atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik dan benda-benda lain.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda ugptuk
melaksanakan penyitaan. ‘?
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Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam
rangka menguji kepatuhan  pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat
pemberitahuan  mengenai  dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan Kketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah
surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk
menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah
pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi
administrasi.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan
Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui
maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi
administrasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut
LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan
tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko
menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah.

Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk sebagai bank temp
pembukaan rekening kas umum Daerah. y
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Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
jenis Pajak dan Masa Pajak;
NPWPD;
PBB-P2;
BPHTB;
Pajak Reklame;
PBJT;
PAT;
Pajak MBLB;
Opsen,
tata cara penonaktifan dan penghapusan;
pengawasan,;
sistem elektronik pelaporan transaksi
. pemeriksaan Pajak;
surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
penagihan Pajak;
kedaluwarsa;
penghapusan piutang Pajak;
keberatan;
banding;
gugatan Pajak;
insentif fiskal;

keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atau
penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksi;

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan
data;

y. sistem dalam jaringan Pajak Daerah;

S g fwROoD OB TRFTTPER MO QD TP
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z. perforasi;
aa. dokumen pemungutan Pajak; dan
bb. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II
JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK
Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas:
1. Makanan dan/atau Minuman,
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
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Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;
Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

Pasal 4

Masa Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan
telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis
Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu tertentu dalam
masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan Daerah.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak, atau menjadi dasar bagi Bupati untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.
Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
untuk jenis Pajak PBB-P2.
Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
Ketentuan mengenai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak berlaku untuk jenis pajak BPHTB.
Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk
menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan:
a. masa pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
b. masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu pajak
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; dan

c. untuk PAT, masa Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu)

bulan kalender. ‘{r £
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BAB III
NPWPD
Pasal 5

(1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada
Kepala Bapenda.

(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang
diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang
pribadi dapat dihubungkan dengan nomor induk
kependudukan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dapat dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 6

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi syarat kelengkapan
permohonan pendaftaran NPWPD.

(2) Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. mengisi formulir pendaftaran; dan
b. melampirkan identitas kependudukan yang sah.

(3) Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. mengisi formulir pendaftaran;

b. melampirkan nomor pokok wajib pajak badan;

c. melampirkan akta pendirian perusahaan dan/atau
perubahannya; dan

d. melampirkan identitas kependudukan yang sah dari salah
satu pengurus.

Pasal 7

(1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;

b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada
petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi
beserta kelengkapan berkas persyaratannya. \&4 *
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Berdasarkan  hasil Penelitian formulir  pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, maka petugas:

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak
untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak
lengkap; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak
dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak
apabila permohonan telah lengkap.

Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2),

kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan

oleh Pejabat yang ditunjuk.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi,

NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk

jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan

kepada Wajib Pajak secara elektronik.

NPWPD berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Dalam melakukan Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6), Bapenda melakukan verifikasi
lapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.

Apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan sesuai antara data yang dimiliki Daerah
dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan NPWPD.

Apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki

oleh Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan

penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah.

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD.

NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak disertai

pemberitahuan terkait kewajiban perpajakan yang dimiliki

oleh Wajib Pajak.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

melalui:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat;

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat
elektronik Wajib Pajak; atau

e. sistem elektronik.




(1)

(1)

(1)
(2)
(3)

14

BAB IV
PBB-P2
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak
Pasal 9
Setiap Wajib Pajak PBB-P2 wajib melakukan Pendaftaran
Objek Pajak pada Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah untuk diberikan NOP.
Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18
(delapan belas) digit angka dengan format:
a. digit kesatu dan kedua merupakan kode provinsi;
b. digit ketiga dan keempat merupakan kode kabupaten;
c. digit kelima sampai dengan ketujuh merupakan kode
kecamatan,
d. digit kedelapan sampai dengan kesepuluh merupakan kode
desa dan/atau kelurahan;
e. digit kesebelas sampai dengan ketiga belas merupakan
nomor urut blok;
f. digit keempat belas sampai dengan ketujuh belas
merupakan nomor urut Objek PBB-P2; dan
g. digit kedelapan belas merupakan kode tanda khusus.

Pasal 10
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik
atau tertulis.
Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan melalui saluran yang ditetapkan oleh
Kepala Bapenda.
Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak atau
kuasanya dilengkapi dengan surat kuasa.

Pasal 11
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa identitas Wajib Pajak.
Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. SPOP dan LSPOP;
b. bukti kepemilikan atan penguasaan atas Objek Pajak; dan
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c. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa
objek tersebut belum pernah terdaftar sekurang-
kurangnya dari desa/kelurahan.

Pasal 12

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1), Bapenda melakukan penelitian administrasi.

Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah
permohonan diterima secara lengkap, Kepala Bapenda
menerbitkan keputusan berupa:

a. menerima permohonan dengan menerbitkan NOP; atau
b. menolak permohonan dengan disertai saran perbaikan.

Dalam hal Kepala Bapenda tidak menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda
menerbitkan NOP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali
permohonan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal
11,

Pasal 13

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan atau penelitian

administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau

pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan,

serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda

menerbitkan NOP berdasarkan kewenangan secara jabatan.

NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada

Wajib Pajak berupa SPPT atau SK NJOP paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT atau

SK NJOP.

Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

b. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
buki pengiriman surat;

c. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat

elektronik Wajib Pajak; atau
d. sistem elektronik. iﬂ jF
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Paragraf 2
Perubahan Data Subjek dan/atau Objek Pajak
Pasal 14
Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau

berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
perubahan data subjek dan/atau objek PBB-P2.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena berubahnya kondisi subjektif dan objektif
PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
disampaikan secara elektronik atau tertulis kepada Bapenda.
Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan, meliputi:

a. melampirkan identitas Wajib Pajak;

b. mengisi formulir SPOP dan LSPOP;

c. melampirkan fotokopi SPPT tahun terakhir; dan

d. melampirkan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan
objek PBB-P2.

Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan

oleh Kepala Bapenda.

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat.

Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan

penelitian administrasi dan/atau lapangan.

Berdasarkan penelitian administrasi dan /atau lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6 (enam)

bulan terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap,

Kepala Bapenda:

a. melakukan perubahan terhadap data subjek dan/atau
objek PBB-P2 dalam hal permohonan perubahan data
diterima; atau

b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan
dalam hal permohonan perubahan data ditolak.

Dalam hal Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

permohonan dianggap dikabulkan.

Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a, Bapenda melakukan pencetakan kembali SPPT

atau SK NJOP.

SPPT atau SK NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib

Pajak pada tahun berjalan. '
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Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan

melalui:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat;

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat
elektronik Wajib Pajak; atau

e. sistem elektronik.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala

Bapenda melakukan Pemeriksaan atau penelitian administrasi

dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau

data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau

informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda

melakukan perubahan data subjek dan/atau objek PBB-P2

berdasarkan kewenangan secara jabatan.

Hasil perubahan data subjek dan/atau objek PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib

Pajak berupa SPPT atau SK NJOP.

Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat;

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat
elektronik Wajib Pajak; atau

e. sistem elektronik.

Paragraf 3
Penghapusan NOP
Pasal 17

Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan
penghapusan NOP terhadap Objek Pajak yang sudah tidak
memenuhi persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Permohonan penghapusan NOP oleh Kepala Bapenda
berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda.

Permohonan penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta
dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. *\ ?
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Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi:

a. identitas Wajib Pajak;

b. dokumen izin usaha, hak guna wusaha, penugasan,
kontrak, kuasa, perjanjian, izin, yang sudah berakhir dan
tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya dan/atau
Surat Keterangan yang menerangkan alasan penghapusan
diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sekurang-
kurangnya kepala desa atau lurah; dan

c. SPPT yang memuat NOP yang akan dihapus.

Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan

oleh Kepala Bapenda.

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat.

Penghapusan NOP oleh Kepala Bapenda berdasarkan

kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Kepala Bapenda berdasarkan data

dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh

Bapenda.

Penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (7) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau

penelitian administrasi.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda:

a. menetapkan keputusan penghapusan NOP; atau

b. menerbitkan surat penolakan penghapusan NOP.

Keputusan penghapusan NOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) huruf a ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menetapkan

keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Kepala Bapenda harus menetapkan keputusan penghapusan

NOP paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu

permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada

ayat (10).

Pasal 18

Selain memperhatikan kondisi objektif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1), penghapusan NOP tidak dapat

dilakukan jika Wajib Pajak:

a. sedang dilakukan tindakan penegakan hukum di bidang
perpajakan PBB- P2;

b. sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan

PBB-P2; dan/atau
c. sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di
bidang perpajakan PBB-P2.
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(2) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2

(3)

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan;

b. pemeriksaan bukti permulaan;

c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau

d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.

Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan:

a. pengurangan PBB-P2;

b. pengurangan denda administrasi PBB-P2;

c. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan Pajak
terutang yang tidak benar;

d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak PBB-

P2 yang tidak benar;

pembatalan surat tagihan pajak PBB-P2 yang tidak benar;

e.
f. keberatan PBB-P2;
g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
h. gugatan; dan/atau
i. banding.
Paragraf 4
Tata Cara Pendataan
Pasal 19

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek
Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan
data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi
geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi
perpajakan daerah.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah.

Pasal 20

Jenis pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) terdiri atas:
a. pendataan kantor; dan/atau

b. pendataan lapangan.

pendataan lapangan Pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

Laporan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang- kurangnya memuat:

a. identitas Wajib Pajak;

b. informasi Wajib Pajak;

c. informasi Objek Pajak;

d. tanggal pendataan; dan

e. identitas dan tanda tangan petugas pendataan.

Pasal 21

Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak/%

dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi. {‘
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Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pengumpulan data; dan

b. pemetaan.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a merupakan kegiatan yang meliputi:

f. pengumpulan data Objek Pajak; dan

g. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang

meliputi:

a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau

b. digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 22

Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan

pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar

lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.

Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. pengumpulan data; dan

b. pemetaan.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang

tidak atau belum dilaporkan.

Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:

a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis
satelit

b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;
dan/atau

c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 23

Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa
dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari
Wajib Pajak, harus menandatangani berita acara penolakan
Pendataan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa
dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan
penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
petugas Pendataan membuat berita acara penolakan
Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan. {( ?




